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RINGKASAN

UPAYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA
SUNGAI LARU KECAMATAN KIKIM TENGAH KABUPATEN LAHAT
SUMATERA SELATAN

Penelitian ini membahags men

genai upaya dan fakior penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam melaksanakan tugas

sehagai pengawas pemenntahan desa Sungai Laru kecamatan Kikim
Tengah kabupaten 1ahat Sumaters Selutan, Metode yang digunakan dalam pencliian ini adalah
kualitalif deskriptit dengun penentuan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah
informan utama sebanyak lima orang dan pendukung sehanyak cnam orang. Teknik pengumpulan data
dengun  melakukan observasi, wawancara  mendalam pada informan, dokumentasi serta stud
kepustakaan, dianalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Sutarto. Hasil penchitian
menunjukkan bahwa upaya Badan Permusyawacatan Desa (BPDY) dolam menjalankan tugasnya sebagai
pengawas pemerintahan dess di desa Sungai Laru kecamatan Kikim Tengah kabupaten Lahat
Sumatera Selatan adalah mengadakan musyawarah desa bersama masyarakat desa Sungar Laru dan
membuat peraturan desu berdasarkan aspurast masyarakat desa Sungar Laru. Lalu faktor penghambat
Budan Permusyawaratan Desy (BPD) dalam mengalankan lugasnya sebugai pengawas pemerintahan
desa di desa Sungai Laru kecamatan Kikim Tengah kabupaten Lahat Sumatera Selatan adalah
pendapatan yang tndak sesum dengan pekenaan schagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
maxyatakat yang kurang berpartisipasi  dalam menyampaikan aspirasi kepada  anggota  Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan hurangnya pengetahuan anggols Badan Permusyawaratan Desa
(APD) dalam metaksanakan gus

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BIPD), Tugas, Pengawas Pemerintahan Desa

Indralaya, 10 Februari 2023
Mengetahui/menyetuju

4
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SUMMARY

THE EFFORTS OF THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) IN
IMPLEMENTING THE DUTY AS SUPERVISOR OF THE GOVERNMENT OF
SUNGAI LARU VILLAGE, KIKIM TENGAHN DISTRICT, LAHAT DISTRICT,
SOUTH SUMATERA

This study discusses the efforts and inhibiting factors of the Village Consultative Body
(BPD) in carrying out its dutics as supcrvisor ol the government of Sungai Lary village,
Klkm} Tengah sub-district, Lahat district, South Sumatra. The method used in this study is
d_nscnptivc qualitative with the determination of informants using a purposive technique with
five main informants and six supporters. Data collection techniques by observing, in-depth
Interviews with informants, documentation and literature study were analyzed using the role
theory put forward by Sutarto. South Sumatra Lahat district is to hold village mectings with
the Sungai Laru village commumity and make village regulations based on the aspirations of
the Sungai Laru village community. Then the inhibiting factors for the Village Consultative
Body (BPD) in carrying out their duties as supervisors of village administration in Sungai
Laru village, Kikim Tengah sub-district, Lahat district, South Sumatra, are income that is not
In accordance with work as a member of the Village Consultative Council (BPD), people
who lack participation in conveying aspirations to members of the Village Consultative
Council (BPD) and lack of knowledge of members of the Village Consultative Council
(RPD) in carrying out their duties,

Keywords: Village Consultative Body (BPD). Duties, Organizer Village Administration
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu pemerintahan dalam satuan terkecil di dalam lingkup
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas sehari
— hari pemerintahan desa dibantu oleh lembaga desa yaitu Badan Pemusyawaratan
Desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa dalam membangun dan
mensejahterakan rakyat. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa
diharapkan oleh setiap masyarakat Indonesia baik itu masyarakat biasa maupun
pemerintah mampu memajukan, memberikan arahan dan masukan untuk pemerintah
desa dalam hal menyusun dan menetapkan peraturan pemerintahan desa (Setiawati,

2018).

Dalam rangka memperkuat operasional pemerintahan tingkat desa maka
dibentuklah Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan Undang — Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa, peraturan ini
melengkapi peraturan yang telah dibentuk sebelumnya dengan cara mengatur
kewenangan desa dengan kemudian dibentuklah suatu organisasi yang disebut Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD).

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau biasa disebut dengan lembaga
masyarakat yang melakukan fungsi pemerintahan desa dengan beranggotakan wakil
dari penduduk — penduduk desa yang dipilih secara demokratis untuk mengatur
kepentingan — kepentingan masyarakat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
dapat diproses atau dipilih secara langsung oleh masyarakat desa atau juga dapat

dipilih berdasarkan perwakilan dari kesepakatan penduduk desa (Prasetya, 2016).

Pengertian Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menurut Solekhan

menjelaskan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan rekan kerja



kepala desa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan juga wewenangnya.
Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ini adalah wakil — wakil yang telah
dipilih oleh penduduk desa berdasarkan wilayah — wilayah yang diwakilkan oleh

mereka dan pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis (Hartati, 2018).

Pembahasan tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terdapat dalam
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang fungsi dari Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD) dan juga Undang — Undang ini juga membahas tentang
masa jabatan anggota BPD yang hanya bisa menjabat paling banyak sebanyak 3 kali
baik itu secara berturut — turut maupun tidak berturut — turut. Lalu, dalam Undang —
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Membahas dan juga menyepakati rancangan peraturan — peraturan desa
yang akan dibuat bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara utama pemerintahan desa yang
dilakukan oleh kepala desa dan dibantu atau didukung oleh perangkat — perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menjalankan kehidupan
bernegara, suatu pemerintahan sangat diperlukan untuk mengatur keberlangsungan
kehidupan masyarakatnya untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, dan juga
memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dengan adanya suatu pemerintahan, semua wilayah
memiliki pemerintahan dan batas — batas kontrolnya sendri mulai dari desa,
kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat. Oleh sebab itu
pemerintahan desa sangatlah penting untuk diketahui dan dijalankan dengan sebagai
mana mestinya karena pemerintahan desa adalah salah satu penunjang utama dari

pemerintahan pusat suatu negara (Sugiman, 2018).

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 110 Pasal 1 Tahun 2016 tentang Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD) yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah
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kepala desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur utama
dalam penggerak pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga dapat
diartikan sebagai suatu penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan kepentingan
masyarakat pedesaan dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Patrasius, 2019).

Menurut Romli & Nurlia mengartikan bahwa pemerintahan desa adalah salah
satu bagian penting yang tidak mungkin dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan
paling bawah atau dengan tingkat terkecil pemerintahan desa sangatlah penting dalam
berjalannya pemerintahan suatu negara karena pemerintahan desa adalah
pemerintahan yang bersentuhan langsung atau berinteraksi langsung dengan
masyarakat tanpa terkecuali, pemerintahan desa adalah penjalan peran yang sangat
penting dalam mencapat tujuan suatu negara yang sudah diamanatkan dalam

konstitusi (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019).

Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan masyarakat
dan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan
pembangunan desa karena pembangunan desa semata — mata hanya dilakukan dari
masyarakat dan untuk masyarakat. Jika nantinya kesadaran masyarakat sudah muncul
maka rasa kesadaran ini sangat berfungsi atau berguna dalam melakukan
pembangunan desa, karena dengan adanya rasa kesadaran ini maka masyarakat akan
berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa sehingga setiap pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah desa dihaparkan langsung tepat sasaran dan hanya
dilakukan semata — mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

(Yuhandra & Tarsim, 2018).

Sejalan dengan penjelasan di atas, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa yang
efektif sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan bernegara.
Pemerintah desa adalah salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa, pemerintah desa harus mampu

aktif membuat keputusan yang dinilai mampu mensejahterakan masyarakatnya baik
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dalam hal kehidupan maupun hal pembangunan. Maka dari pada itu pemerintah desa
harus dapat melaksanakan fungsinya dengan baik terutama dalam menjalin
hubungannya bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa

tersebut (Yuhandra & Tarsim, 2018).

Pelaksanaan Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan
terjalan dengan baik karena berdasarkan peran tersebut dapat menghasilkan kemajuan
dalam hal kehidupan bermasyarakat dan desa. Menurut Sutarto peran memiliki tiga
komponen utama yaitu konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran.
Konsepsi peran adalah kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan
suatu kondisi tertentu, harapan peran adalah harapan orang lain terhadap seseorang
yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak, lalu
pelaksanaan peran adalah perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada
suatu posisi tertentu. Jika ketiga komponen tersebut sudah berjalan dengan
sebagaimana mestinya maka interaksi sosial akan terjalin dengan lancar dan

berkesinambungan (Sutarto, 2009).

Menurut Midgley salah satu strategi dari pembangunan sosial adalah
pembangunan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui agen — agennya seperti
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan agen atau lembaga
pemerintahan yang ditempatkan dalam lingkungan desa (Midgley, 2020). Selain
pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan dalam
perencanaan. Perencanaan adalah sebuah upaya pengambilan keputusan dengan
mempertimbangkan aspek rasional untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik
lagi daripada masa sekarang (Taufiqurokhman, 2008). Lalu menurut Payaman J.
Simanjuntak menjelaskan bahwa perencanaan sosial adalah suatu usaha yang sadar
untuk menentukan urutan operasional untuk mencapai suatu tujuan dalam perbaikan
sosial yang diinginkan. Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
suatu individu atau kelompok mengenai masalah — masalah yang ada di masyarakat,
menganalisisnya lalu mengambil tindakan tentang perencanaan mana yang paling

efektif dan memungkinkan (Yusri & Syafri, 2021). Berdasarkan pengertian di atas
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maka Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting dalam proses

memajukan suatu desa melalui pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan
dengan masyarakat yang ada di Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah
Kabupaten Lahat, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) hanya dianggap
sebagai formalitas saja di desa tersebut, yang dimana para anggotanya bekerja secara
pasif dan jarang menempatkan diri di tengah — tengah masyarakat. Menurut salah satu
warga desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, menerangkan
bahwa para anggota Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD) tersebut hanya sebatas
tercatat sebagai anggota saja namun banyak yang tidak menjalankan perannya
sebagaimana mestinya. Hal tersebut didukung dengan tidak tahunya masyarakat
tentang siapa saja yang menjadi anggota dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
tersebut sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti untuk mengambil
judul ini, karena Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga
yang ada di dalam lingkup pedesaan yang berfungsi untuk memajukan kesejahteraan

masyarakat desa.

Namun, jika Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) tersebut tidak berjalan
sebagaimana mestinya maka perkembangan di desa tersebut akan terhambat juga
karena tidak berjalannya salah satu anggota penggerak pemerintahan desa setempat.
Selain itu, warga desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat
banyak yang berpendapat pembangunan yang dilakukan di desa Sungai Laru dinilai
tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar seperti contoh salah satu warga
menyebutkan bahwa jalan yang ada di desa tersebut perlu untuk diperbaiki sebagai
akses utama warga dalam melakukan pekerjaan sehari — hari namun pembangunan
yang dilakukan malah bukan yang merupakan disarankan oleh masyarakat desa
melainkan membangun perlintasan jogging yang tidak begitu dibutuhkan oleh
masyarakat desa. Hal tersebut menyebabkan ketidakpuasannya masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah di desa tersebut. Namun, di sisi lain anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Laru menilai bahwa pembangunan ini
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sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dimana pada situasi ini adalah
anggota dari Karang Taruna desa Sungai Laru yang meminta untuk dibuatkannya
lintasan jogging dan juga lapangan voli. Kejadian ini juga menjadi alasan peneliti
tertarik dalam mengambil penelitian ini karena selaras dengan konsentrasi yang
peneliti ambil yaitu perencanaan sosial peneliti berharap dari penelitian ini bisa
memajukan desa tersebut dengan lebih melibatkan masyarakat dalam melakukan
perencanaan maupun pembangunan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Badan
Pemusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas
Pemerintahan Desa Sungai Laru Kecamtan Kikim Tengah Kabupaten Lahat

Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah
Sebagai langkah awal untuk menghindari meluasnya masalah yang akan
diteliti dalam penelitian ini, maka perlu membatasi rumusan masalah yang akan

diteliti. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa Sungai Laru

Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?

2. Apa faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa Sungai Laru
Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
melaksanakan tugas sebagai pengawas Pemerintahan Desa Sungai Laru

Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintahan desa
Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera

Selatan.

Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan distribusi untuk

pengembangan ilmu — ilmu sosial, khususnya di bidang sosiologi yang berkaitan

dengan perencanaan sosial dan pembangunan sosial serta dapat dijadikan referensi

bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan:

. Memberikan sumbangan dan referensi bagi segala pihak termasuk mahasiswa

yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian sejenis terkait dengan Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD).

. Agar dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak pemerintah terkait dengan

upaya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas
sebagai pengawas pemerintahan desa dan diharapkan dapat menjadi acuan
bagi pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam melakukan
pembangunan dan perencanaan yang akan dilakukan terutama di desa Sungai

Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.
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